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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (denga ntitik di bawah) 
خ Kha Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ A postrof terbalik 
xii 
 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah , Apostof 
ي Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di eri 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda    
). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
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َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 












a dan u 
 
Contoh:  
ََفْيَك : kaifa   
ََلَْوَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 









 َى...َ|  َا... fatḥah dan ali 
fatau yā‟ 
Ā a dan garis di atas 
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ى Kasrah dan yā‟ I I dan garis di atas 
وى ḍammah dan wau Ū u dan garis di atas 
Contoh:  
ََتَاَم : māta 
يَمَر : ramā 
ََمْيِق : qila 
َُتْوُمَي : yamūtu 
4. Tā’Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalaupada kata yang berakhir dengan tā‟ marbūṭah di ikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka tā‟ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
Contoh:  
َِلاَفْطَلأْاَُةَضْوَر : raudah al- at fāl 
َُةَهِضَاَفَْناَُةَىْيَِدَمَْنا : al-madinah al-fādilah 
َُةَمْكِحَْنا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (َّ ), dalam transliterasinya ini di lambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
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Jika huruf َ َ ىber-tasydid diakhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrah (َِّيى),maka ia di transliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
Contoh  
َاىَّبَر  : rabbanā 
َاىْي َّجَو  : najjainā 
َِق َّحَْنا  : al-haqq 
ََم ُِّعو  : nu”ima 
 َوُدَع  : „aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrah, maka ia di transliterasikan seperti huruf maddah menjadi i. 
Contoh:  
َِِّيهَع  : „Ali   ukan „Aliyy atau „Aly) 
َِِّيبََرَع  : „Ara i   ukan „Ara iyy atau „Ara y). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan hurufَ لا
(alif lam ma‟arifah). Dalam pedomant ransliterasi ini, kata sandang di transliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang di tulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di 
hubungkan dengan garis mendatar (-).  
Contoh: 
َُسْمَّشَنا  : al-syams (bukanasy-syam) 
َُةَنَزْن َّزَنا  : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) 
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َُةَفَسَْهفَْنا  : al-falsalah 
َُدَََلَبَْنا  : al-bilād 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop    )  hanya  erlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak 
di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََنْوُرُْمأَت  : ta‟murūṭn 
َُعْوَّىَنا  : al-nau‟ 
 َءْيَش  : syai‟ 
َُتْرُِمأ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi di 
tulis menurutara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an  dari al-Qur‟ān), 
alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara 
utuh.Contoh:  







Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), di transliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِاللهَُهْيِد  : dįnullāh 
Adapun tā‟ marbūṭah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafẓ al-
Jalālah di transliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َِاللهَِةَمْحَرَِْيفَُْمه : hum fi rahmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital misalnya, di gunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di 
dahului oleh kata sandang (al-), maka yang di tulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia di tulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).Contoh: 
 Wamā Muhammadunillārasul 
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 Inna awwalabaitinwudi‟alinnāsiIallazi bi Bakkatamubārakatan 
 Syahru Ramadān al-laziunzilafiih al-Qur‟ān 
 Nasir al-Din al-Tusi  
 Abu Nasr al-Farabi 
 Al-Gazāli 





Nama  : MARYANI BA’DUAPI 
Nim  : 10100114208 
Judul :IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM 
PELAKSANAAN SISTEM MUDARABAH PADA BANK 
SYARIAH MANDIRI POLEWALI MANDAR SULAWESI 
BARAT 
Skripsi ini membahas bagaimana implementasi prinsip syariah dalam 
pelaksanaan sistem mudarabah pada bank syariah mandiri polewali mandar. 
Bertujuan untuk mengetahui: prinsip syariah pada sistem mudarabah di Bank 
Syariah Mandiri Polewali Mandar, penerapan prinsip syariah terhadap sistem 
mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar Sulawesi Barat. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Field Research Kualitatif) 
dengan menggunakan pendekatan normatif, normatif-empirik dan empiris, adapun 
sumber data dalam penelitian ini adalah Custumer Servise dan Syariah Fandin 
Eksekutif Bank Syariah mandiri KCP Polewali. Selanjutnya metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi data, Lalu 
teknik pengelolaan data terdapat dua tahapan yaitu: pengelolaan data dan analisis 
data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Prinsip Syariah  pada sistem 
mudarabah di Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar Sulawesi Barat yaitu 
Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba dan prinsip bagi hasil dalam 
per ankan syari‟ah dapat dilakukan dalam akad, yaitu: akad mudara ah. 
penerapan prinsip syariah terhadap sistem mudarabah pada Bank Syariah Mandiri 
Polewali Mandar sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tidak memungkinkan 
ada riba dalam praktek perbankan syariah, akan tetapi Penerapan sistem tentang 
Akad, ini belum maksimal di karenakan Bank yang menentukan besar kecil bagi 
hasilnya, Walaupun dalam Akad tertuang aturan bahwa bagi hasil itu sama-sama 
saling menguntungkan antara Nasabah dan Pihak Bank. 
Implikasi dari penelitian adalah: Bahwa dalam pelaksanaannya bank 
syariah melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah dan aturan 
yang berlaku namun, masih belum terlalu tersosialisasikan dengan baik serta 
implementasi prinsip syariah masih belum merata serta belum transparansinya 
pihak bank membuat masih banyaknya masyarakat yang belum tahu, Bank syariah 
yang berdasarkan dengan prinsip syariah ialah bank yang menanamkan prinsip 
yang tidak mendiskriminasi bagi kedua belah pihak ada nilai - nilai seperti nilai 
keadilan yang ditanamkan pada kegiatan perbankan yang dilakukan dan tidak ada 
unsur gharar atau spekulasi karena hal itu tidak diperkenankan. Selain itu pihak 











A. Latar Belakang  
Di Indonesia pengembangan ekonomi islam telah di adopsi ke dalam 
kerangka besar kebijakan ekonomi. Paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas 
perbankan ditanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagi salah satu 
pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pasar bank-bank syariah 
yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Bank Indonesia,2002). 
Begitu juga dengan, departemen keuangan melalui badan pengawas pasar modal 
dan lembaga keuangan (bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga 
keuangan syariah nonbank  seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara 




Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Bank adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
dan menyalurkan nya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk 
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
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Pengertian syariah secara etimologis berarti sumber air yang mengalir, 
kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian: hukum-hukum Allah  yang 
diturunkan untuk umat manusia (hamba Allah). Kata syariat dalam berbagai 
                                                             
1
Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Studi Empiris Di 
Indonesi (Jakarta: Erlangga, 2010), h.3. 
2
Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Cet. I; Jakarta: 
Pramedia Group, 2015),h. 9. 
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bentuknya diungkap dalam bentuk berapa ayat al-Qur‟an, yang dalam ayat 
tersebut syariah berarti peraturan. Misalnya terdapat dalam
3
 :  
QS. Al-Maaidah/5: 48 berbunyi: 
 ُْكْحَاف ِوَْيَلع ًانِمَْييُمَو ِبَاتِكْمإ َنِم ِْويََدي ََْيْت اَمِم ًاك ِّدَصُم ِّقَْحمِبِ َبَاتِكْمإ َمَْيم
ِ
إ َاْنمَزْنَأَو 
 َلََو ُ هللَّإ َلَزْنَأ اَمِت ُْمَْنََيت ًَةع ِْشِ ُْكْنِم َانْلَعَج ٍُّّكِم ِّقَْحمإ َنِم َكَءاَج اهَعَ ُْهَُءإَوْىَأ ْعِبه َتت
 إوُلَِبتْسَاف ُْكَُٓتَأ اَم ِفِ ُْكَُُولْبَيِم ْنَِكمَو ًةَدِحإَو ًة همُأ َُْكلَعََجم ُ هللَّإ َءاَش َْومَو اًجَاْنَِمَو
 ًعي َِجَ ُْكُعِجْرَم ِ هللَّإ َلَ
ِ
إ ِتإ َْيَْْخمإ َنوُفَِلت َْتَ ِويِف ُْتُْنُن اَمِت ُْكُئ ِّ َبنَُيف ا  
Terjemahannya: 
“Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur‟an dengan mem awa 
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang 
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; 
maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka degan meninggalkan 
kebenaran yang telah diberikan kepadamu, untuk tiap-tiap umat diantara 
kamu, kami berikan aturan dan jalan terang. Sekiranya Allah 
menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) tetapi Allah 
hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka 
berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali 
kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 
perselisihan itu.”4 
 
Bank syariah adalah bank yang beroperasi degan prinsip dasar tanpa 
menggunakan sistem bunga dalam sistem operasionalnya. Prinsip ini yang 
membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan 
Konvensional. Kelahiran Bank Syariah sendiri, baik di dunia Islam umumnya 
atau di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pandangan tentang keharaman 
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Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, h. 10. 
4
 Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, h. 117. 
3 
 
bunga Bank. Bank syariah lahir sebagai solusi terhadap praktik membungakan 
uang dengan menawarkan sistem lain dengan sesuai dengan syariah islam. 
Bagi bank konvensional, bunga merupakan hal penting untuk menarik 
minat para investor mengivestasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin 
tinggi tingkat bunganya semakin tertarik tingkat investor menabung. Tingkat 
suku bunga merupakan unsur penting dalam dalam sistem perbankan 
konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga 
melakukan transaksi dengan menggunakan sistem, misalnya profit and los 
sharing, sistem bagi hasil. Karena keuntungan dan kerugian yang terjadi 
ditanggung oleh kedua belah pihak, mudarib dan sahib al_mal.
5
 
  Secara terminologis syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan 
Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar 
dari kegelapan kedalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus. 
Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut undang-undang adalah 
prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang 
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa 
dalam bidang syariah. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan Bank 
Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah atau hukum islam.
6
 
  Bank syariah menjalin persetujuan dengan klien mudarabah-nya atas dasar 
rasio pembagian hasil yang ditentukan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini 
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bergantung pada kekuatan saat kontrak. Rasio bagi hasil ini bergantung pada 
kekuatan bargaining nasabah, prediksi labah mudharabah, tingkat bunga di 
pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, marketabilitas barang dagangan 
atau prospek usaha, dan juga jangka waktu yang digunakan. Nisbah bagi hasil 
harus disepakati di awal kontrak dengan proporsi kedua belah pihak jika 
dijumlahkan menjadi 100%.
7
 Kontrak mudharabah harus menyepakati adanya 
pembagian hasil tiap-tiap pihak. 
  Mudharabah dalam sistem perekonomian modern, khususnya perbankan, 
menjadi berkembang. Pihak yang terlibat dalam kerja sama ini ada tiga yaitu: 
pihak yang pertama, depositor, seharusnya menjadi shahibul mal sebab dia yang 
memiliki dana yang secara sadar akan digunakan untuk kepentingan usaha. 
Sementara pihak kedua, debitur, adalah mdharib-nya depositor karena dia yang 
menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan 
pihak ketiga (bank), adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya 
(pihak pertama dan kedua).
8
 
  Tujuan pendirian bank syariah pada umumnya adalah untuk 
mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke 
dalam transaksi keuangan perbankan, dan bisni-bisnis terkait. Prinsip syariah 
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5 
 
yaitu : larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan 
bisnis yang sah menurut syariah.
9
 
  Akan tetapi perkembangan bisnis syariah masih belum bisa berkembang 
pesat di Indonesia hal itu disebabkan karena masih ada persoalan yang 
menghambat bisnis perbankan syariah tersebut. Sebenarnya ada beberapa 
masalah besar di perbankan syariah yaitu hal ini dikarenakan selama ini masih 
banyak bank syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. 
Standardisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki 
perbedaan dengan bank konvensional. Apalagi, produk bank syariah tidak hanya 
diperuntukkan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah nonmuslim. 
Tingkat pemahaman produk bank syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit 
masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah. Industri 
perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). Masalah yang terjadi 
adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang 
berkopenten dan mumpuni. Keberadaan ini Indonesia masih kurang peminatnya 
dikalangan masyarakat karna kurangnya kepercayaan atas keberadaan bank 
syariah tersebut, karena banyak bank syariah lahir dari bank konvensional. 
Masih kurangnya masyarakat untuk menjadi nasabah menunjukkan bahwa bank 
syariah gagal dalam mensosialisasikan kesyariannya. Keharusan pemenuhan 
prinsip syariah pada keharusan adanya pengawasan terhadap penerapan 
kepatuhan prinsip tersebut. 
                                                             
9
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudarabah di Bank Syariah Strategi 
Memaksimalkan Return dan Menimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat 




  Oleh karena itu maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji lebih 
dalam tentang prinsip syariah yang diterapkan pada bank syariah yang tegas 
menitik beratkan kajian pada Implementasi  Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan 




B. Fokus Penelitian & Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 
penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini diungkapkan secara 
eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. 
Penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar 
melalui wawancara langsung kepada pimpinan Bank Syariah Mandiri serta 
mengambil data-data yang lainnya yang dianggap perlu. 
2. Deskripsi Fokus 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan 
memahami penelitian ini maka penulis akan memaparkan pengertian 
beberapa istilah yang dianggap penting:  
1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun rapi biasanya implementasi diterapkan 
apabila telah disusun secara matang dan terperinci. Penerapan adalah 
proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan, perihal 
mempraktikkan. Dalam Skripsi ini kita lebih cenderung kepada 
Implementasi Prinsip syariah dalam Pelaksanaan Sistem mudharabah 
pada Bank syariah Mandiri dikarenakan unsur yang mau kita terapkan 
adalah Prinsip Syariah itu sendiri. Implementasi itu lebih ke hal yang 
lebih rinci sedangkan penerapan lebih ke hal yang lebih Umum.  
2. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 
8 
 
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah 
adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maysir, ghahar, 
objek haram dan menimbukan kelaziman.
10
 
3. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana 
dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan sistem dan 
mekanisme usahanya berdasarkan pada al-qur‟an dan as-sunnah. 
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang 
bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
Bank syariah merupakan bank yang kegitannya mengacu pada hukum 
Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun 
tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh 
bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari 
akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang 
terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun 
akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.
11
 Bank merupakan 
lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 
perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga 
berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan  
menghimpun ataupun menyalurkannya, baik secara tunai dan kredit. 
Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang 
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perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik 
Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-
dana yang dimilikinya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa 
yang diberikan baik melayani kebutuhan pembayaran serta 




4. Mudarabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana dan/modal 
(pemodal) biasa disebut shahibulmal/rabbul mal, menyediakan modal 
(100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola biasa disebut 
mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa 
keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut 
kesepakatan yang telah di tentukan sebelumnya dalam akad (yang 
besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).Shahibul mal 
(pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa 
berbisnis, dan mudharib (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak 
yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.
13
 Mudharabah 
(qiradh) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat 
dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan 
kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
14
 Akad 
mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama pihak 
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pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Nasabah) sebagai pemilik 
dana dan pihak kedua („amil, mudharib, atau bank syariah) yang 
bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha 
sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. Akad  
mudharabah pada Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat 
Syariah digunakan dalam transaksi.
15
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan 
pokok permasalahan yaitu: Bagaimana Implementasi Prinsip Syariah dalam 
Pelaksanaan Sistem Mudarabah pada Perbankan Syariah Mandiri Polewali 
Mandar? Dari pokok masalah tersebut, maka penulis mengangkat sub 
masalah, sebagai berikut : 
1. Bagaimana prinsip syariah pada sistem mudarabah di Bank Syariah 
Mandiri Polewali Mandar?  
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap sistem mudarabah pada 
Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang diperoleh dari beberapa 
hasil penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan 
Prinsip syariah dalam perbankan syariah diantaranya: 
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Ascarya, Dalam buku yang berjudul Akad & Produk Bank Syariah, 
Jakarta, 2013. Buku ini menjelaskan  Bank Syariah dalam lembaga keuangan 
yang berbasis syariah islam. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 
penulis yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip syariah 
dalam Bank Syariah Mandiri.  
Dr. Mardani, Dalam bukunya Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah 
Di Indonesia, Jakarta, 2015. disebutkan Di Indonesia berlaku sistem ekonomi 
ganda (dual economi system), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem 
ekonomi syariah. Sedangkan dalam penulisan ini tidak membahas bank 
konvensional. 
Nurul Mu‟minati Idris, Judul Skripsi Implementasi Prinsip Syariah 
Terhadap Pembiayaan Mudharabah  pada Bank  Syariah di Watampone. 
Makassar 2017, Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip 
syariah yang diterapkan pada Bank Syariah di Watampone sedangkan 
penelitian yang saya lakukan adalah Implementasi Prinsip syariah dalam 
Pelaksanaan Sistem Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Polewali 
Mandar. 
Israwati, judul Skripsi Implementasi Good Corporate Governance dengan 
pendekatan shari‟ah Enterpraise Theory dalam mewujudkan akunta ilitas dan 
keadilan pada perbankan syariah (Studi: PT Bank BNI Syariah Cabang 
Makassar), Makassar, 2016. Skripsi ini membahas tentang pemahaman para 
praktisi perbankan syariah mengenai implementasi goog corporate 
govermance khususnya pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar, 
12 
 
Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah Implementasi Prinsip syariah 
dalam Pelaksanaan Sistem Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Polewali 
Mandar. 
Nurul Ainun, Judul Skripsi Praktik Manajemen Laba Efisien dan 
Kesesuaian Nilai-Nilai Islam pada Perbankan Syariah di Indonesia untuk 
mengetahui apakah Perbankan Syariah di Indonesia. Makassar, 2017 
melakukan praktik manajemen laba efisien dan kesesuaian nilai-nilai islam 
pada perbankan syariah yang melakukan praktik manajemen laba efisien. 
Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah lebih kepada Pelaksanaan 
Sistem Mudarabah pada Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penggambaran Tujuan Pokok: Bagaimana Implementasi Prinsip 
Syariah dalam Pelaksanaan Sistem Mudarabah pada Perbankan Syariah 
Mandiri di Polewali Mandar. 
1. Untuk mengetahui prinsip syariah pada sistem mudarabah di Bank Syariah 
Mandiri Polewali Mandar. 
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah terhadap sistem mudarabah 
pada Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan ilmiah 
Dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kemajuan 
perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum ekonomi 
13 
 
syariah yang memiliki kaitan dengan perbankan syariah sehingga 
mengungkap permasalahan dan menemukan solusinya. 
2. Kegunaan praktis 
Diharapkan dan hasil penelitian itu dapat memberikan sumbangan 
pemikiran bagi masyarakat dalam mengenal dan mengetahui lebih lanjut 
mengenai perbankan syariah dan prospek kedepannya terhadap perbankan 
syariah, lebih lanjut bagi praktis hukum dapat memberikan sumbangsih 
dan masukan yang bermanfaat dan terkhusus pengadilan agama sebagai 
lembaga yang menangani sengketa ekonomi syariah agar kedepannya 
dapat memberikan suatu keputusan yang adil bagi masyarakat terhadap 









A. Tinjauan Umum Bank Syariah 
1. Pengertian Bank Syariah 
Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah, Menurut 
bahasa kata Perbankan berasal dari kata bank banque dalam bahasa Prancis, 
dan banco dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti/lemari atau bangku. 
Konokasi kedua kata ini menjelaskan fungsi dasar yang di tujukan oleh bank 
komersial. Kata peti atau lemari mengsyariatkan fungsi sebagai tempat 
penyimpanan benda-benda berharga,  seperti peti emas, peti berlian, peti uang 
dan sebagainya.Sedangkan dalam bahasa Arab bank biasanya disebut dengan 
mashrif, yang berarti tempat berlangsungnya saling menukar harta, baik 




Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut banking, dalam Black‟s 
law Dictionary yang dikutip oleh Hermansyah dirumuskan bahwa banking 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan 
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Secara terminologi syariah yaitu hukum atau peraturan yang 
diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia, untuk umat manusia, agar 
mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke 
arah yang lurus. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan Bank Syariah 
adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah 




Dalam Undang-Undang Perbankan syariah pada pasal 1 ayat (1) 
mengatakan, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut 
tentang Bank Syariah dan Unit Usaha syariah, mencakub kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
19
 
Perbankan syariah merupakan intitusi yang memberikan layanan jasa 
perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum 
Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh 
lembaga yang memiliki kewenangan dalam penepatan fatwa di bidang syariah. 




Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank 
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam yang 
biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan 
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dan oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur‟an 
dan Hadis Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya 
dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 
disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja 
membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang 
beroperasi dengan prinsip Syariah Islam. 
a. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 
syariah Islam. 
b. Bank Islam adalah bank yang tata cara pengoperasiannya mengacu kepada 
ketentuan-ketentuan Al-Qur‟an dan Hadis21 
2. Dasar Pemikiran Pembentukan Bank Syariah 
Dasar pemikiran pembentukan Bank Syariah bersumber dari adanya 
larangan riba dalam Al-Qur‟an dan Hadis pengharaman ri a dalam Al-
Qur‟an,QS. Ar-Ruum/30: 39 berbunyi22: 
 ٍّةَكََز ْنِم ُْْتَُيٓتأ اَمَو ِ هللَّإ َدْنِع ُوتَْري ََلَف ِساهنمإ ِلإَوْمَأ ِفِ َُوت َْيِْم ًبِِر ْنِم ُْْتَُيٓتأ اَمَو
 َنوُفِعْضُْممإ ُُهُ َمَِئمُوَبف ِ هللَّإ َوْجَو َنوُدِيرُت  
Terjemahnya: 
“Dan sesuatu ri a  tam ahan) yang kamu  erikan agar dia  ertam ah pada harta 
manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu 
berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, 
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maka (yang berbuat demikian) yaitu adalah orang-orang yang melipat gandakan 
 palahanya)”23 
Allah berfirman:  َدْنِع ُوتَْري ََلَف ِساهنمإ ِلإَوْمَأ ِفِ َُوت َْيِْم ًبِِر ْنِم ُْْتَُيٓتأ اَمَو
 ِ هللَّإ 
“Dan sesuatu riba (tambahan)  yang kamu berikan agar dia bertambah pada 
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. “yaitu  arang siapa 
yang memberikan sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih 
banyak kepadanya dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan 
mendapatkan pahala disisi allah. Demikian yang ditafsirkan oleh I nu „A  as, 
mujahid, adh-Dhahhak, Qatadah, „Ikrimah, Muhammad  in Ka‟a  dan asy-Sya‟ i. 
“Sikap seperti ini diper olehkan, sekalipun tidak memiliki pahala. Akan tetapi, 
Rasulullah melarang secara khusus.” Itulah yang dikatakan oleh adh-Dhahhak dan 
dia berdalil dengan firman Allah  َو َلَ َت م َبكت َ سَت ُنَُُّ  “Dan janganlah kamu 
memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.” (QS. Al-
Muddatstsir:6). Yaitu, janganlah kamu memberikan sesuatu karena menghendaki 
sesuatu karena menghadapi sesuatu yang lebih besar dari pemberianmu itu. Dan 
Ibnu Abbas berkata: Riba itu ada dua: ri a yang tidak sah yaitu ri a  uyu‟/ jual-
beli dan riba yang tidak mengapa, yaitu kemudian beliau membaca ayat ini: 
 َْيِْم ًبِِر ْنِم ُْتَُْيٓتأ اَمَو ِ هللَّإ َدْنِع ُوتَْري ََلَف ِساهنمإ ِلإَوْمَأ ِفِ َُوت  “Dan sesuatu riba 
(tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka 





Begitu pula dengan Hadis Nabi SAW yang mengharamkan riba, 
diantaranya:  
Hadis Riwayat Muslim 
 ُهإور.َُوِكِْوُمَوَبِ ِّرمإ ََِكِإ الله ُلْوُس َر َنََعم : َلَاك ٍّدْوُعْسَم ِنْب إ ِنَعَو
 : هْيْعو يذمترمإدإز,لمسم
َوبَِيكََو ِْويَدِىَاشو25  
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”Hadis Riwayat Muslim dan Bukhari dari Ja ir: “Rasulullah SAW 
melaknat pemakan riba, orang yang memberikannya, orang yang 
menjadi juru tulisnya, dan dua orang yang menjadi saksinya, dan beliau 
 ersa da: mereka itu semua sama.” 
 
3. Karakteristik Bank Syariah 
Prinsip Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada 
keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus 
dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang 
merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap 
orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk 
menghasilkan keuntungan oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga 
perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha 
yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk
26
 lembaga 
perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 
syariah. Diantaranya: 
1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, 
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money), 
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, 
4.  Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekualitif, 
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, dan 
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 
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Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank 
syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh 
pendapatan maupun membebankan bunga atas pengguna dana dan 
pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan 
bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara 
sektor moneter dan sector rill sehingga dalam kegiatan usana dapat 
melakukan transaksi-transaksi sector rill, seperti jual beli dan sewa 
menyewa. Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan 
usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak 
bertentangan dengan prinsip syariah.
27
 
Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah 
memenuhi seluruh syarat berikut ini. 
1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman, 
2. Bukan riba, 
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, 
4. Tidak ada penipuan (gharar) 
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, dan 
6. Tidak mengandung unsur judi (maisyir) 
Jadi dalam oprasional bank syariah perlu memperhatikan hal-hal 
yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan 
dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.
28
 
4. Aturan Perbankan Syariah 
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1. UU No. 7 Tahun 1992 
Pada tanggal 25 Maret 1992, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 
tentang Perbankan disahkan setelah melalui proses yang panjang 
Pengesahan Undang-Undang ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 
Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan 
sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional 
maupun perkembangan internasional. Pengesahan undang-undang ini 
menandai dimulainya babak baru bagi sistem perbankan di Indonesia 
yaitu dari single banking system menjadi dual banking system. Dengan 
disahkannya undang-undang ini juga memungkinkan adanya bank tanpa 
bunga dengan sistem bagi hasil.  
Adapun yang dimaksud dengan bagi hasil sebagaimana yang 
dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 adalah 
sesuai dengan sistem perbankan syariah, dimana bank syariah dapat 
melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan berbagai akad keuangan 
syariah seperti akad bagi hasil (mudharabah, musyarakah, muzara‟ah, 
dan musaqah), akad jual beli (murabahah, salam dan istishna), akad 
sewa menyewa (ijarah dan ijarah muntahiyyah bi tamlik), dan jasa 
lainnya yang diperbolehkan oleh syariah (wakalah, wadiah, hawalah, 
kafalah, qardh, dan rahn).
29
 
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
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Sejak amandemen terhadap Undang-Undang No.7 Tahun 1992 
menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Amandemen ini 
dilakukan dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian 
nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan integrasi dengan 
tantangan yang semakin maju memerlukan adanya penyesuaian 
kebijakan dibidang perbankan. 
Dengan diamandemennya Undang-Undang  No. 7 Tahun 1992 
dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan ketegasan 
terhadap keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, 
dengan diamandemennya  Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ini 
memberikan ketentuan mengenai diperbolehkannya bank konvesional 
untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui 
pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS).
30
 
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
disahkan pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-Undang No. 23 Tahun 
1999 disahkan dengan menimbang bahwa Undang-Undang No. 13 
Tahun 1968 tentang Bank Sentral sudah tidak sesuai dengan perlu 
diganti dengan Undang-Undang baru tentang Bank Indonesia. 
Dimana, sejak disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 
1999, Bank Indonesia memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi 
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perbankan syariah dan Bank Indonesia juga memiliki kewenangan 
untuk melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
31
 
4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
Dari isi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah, maka diketahui ada 13 bab dan 70 pasal yang 
memuat ketentuan Perbankan Syariah. Dari ketentuan Undang-Undang 
tersebut dan dihubungkan dengan teori eksitensi, maka Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
ada, dalam arti lain yaitu kemandiriannya yang diakui berkekuatan 
Hukum Nasional dan sebagai Hukum Nasional.
32
 
a. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam 
kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, serta pelayanan  jasa 
Bank Syariah. 
b. PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 
c. PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank 
Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum melaksanakan 
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.  
B. Asas, Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Perbankan Syariah 
1. Asas Perbankan Syariah 
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Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan:
33
 
a. Prinsip syariah 
Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain kegitan 
usaha yang tidak mengandung unsur: 
1) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah  (batil). dalam 
bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun 
banyak). Dalam bahasa Inggris riba dapat diartikan interest (bunga 
yang sedikit) atau asury (bunga yang banyak). Sebagian besar 
ulama berpendapat usury maupun interest termasuk riba. Lembaga-
lembaga islam internasional maupun nasional telah memutuskan 
sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama 
dengan riba dan haram secara syariah. 
34
 
2) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan 
yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 
3) Ghahar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiiki, 
tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada 
saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah; 
4) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau 
5) Zalim, yaitu transaksi  yang menimbulkan ketidak adilan bagi 
pihak lainnya. 
b. Demokrasi ekonomi 
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Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang 
mengandung nilai keadilan, kebersamaan, kemerataan dan 
kemanfaatan. 
c. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib 
dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efesien 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
35
 
Selain itu, pemenuhan prinsip syariah, yaitu memenuhi: 
a) Prinsip Keadilan („adl) 
Yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan 
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta 
memperlakukan sesuatu pada posisinya. 
b) Prinsip Keseimbangan (tawazun) 
Yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, 
aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor rill, bisnis 
dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. 
c) Prinsip Kemaslahatan (maslahah) 
Yaitu segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan 
ukhrawi, material dan spiritual, individual dan kolektif, serta 
harus memenuhi tiga unsur, yakni kepatuhan (halal), bermanfaat 
dan membawa kebaikan (thoyib), dan semua aspek secara 
keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. 
d) Prinsip Universalisme (alamiyah) 
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Yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, 




2. Tujuan perbankan syariah 
Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 




Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaaan pembangunan 
nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara 
menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istikamah).
38
 
3. Fungsi Bank Syariah 
Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit 








2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalm 
bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari 
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zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
41
 
3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang 
berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola 
wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
42
 
Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
sesuaia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43
 
4. Kedudukan Bank Syariah 
Sistem perbankan Indonesia 
Sistem perbankan itu merupakan suatu tatanan yang didalamnya 
terdapat berbagai unsur mengenai bank, baik menyangkut 
kelembagaannya, kegiatan usahanya serta cara dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya dengan mengetahui aturan terentu. 
Untuk mengetahui sistem perbankan di Indonesia, tidak lain kita 
harus berpacu terhadap UU tentang perbankan yang telah di tetapkan 
oleh pemerintah yang dapat disimpulkan bahwa Perbankan Indonesia 
tidak hanya beropersi dengan prinsip konvensional saja, melainkan juga 
dapat beroperasi dengan prinsip syariah dengan berbarengan, yang biasa 
disebut dengan dual banking system 
1. Bank Syariah sebagai Bagian Integral Perbankan Nasional 
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Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang keleluasaan 
perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Bank Umum dan 
Bank Pembiayaan Rakyat bebas memilih prinsip yang akan 
digunakannya, baik konvensional maupun syariah. 
Akan tetapi ada perbedaan hak antara bank umum dan pembiayaan. 
Bank Umum dapat beroperasi dengan dua prinsip secara berbarengan 
secara terpisah, tapi Bank Pembiayaan Rakyat hanya boleh memilih satu 
diantara dua pilihan itu. Konvensional, atau syariah. 
2. Pengaturan Bank Syariah dalam Undang-Undang Perbankan  
Pengaturan mengenai bank syariah dalam UU yang telah 
disebutkan tidak hanya menyangkut eksitensi dan legitimasi bank syariah 
dalam sistem perbankan nasional, tapi juga meliputi aspek kelembagaan 
dan sistem oprasional perbankan syariah itu sendiri. 
Dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai 
bank syariah, sejak dari ketentuan mengenai syarat-syarat pendirian bank 
syariah, kepengurusan, bentuk hukum bank syariah, aturan mengenai 
konveksi bank konvensional menjadi bank syariah, mengenai pembukaan 
kantor cabang, kegiatan usaha dan produk-produk yang dapat dilakukan, 
mengenai keberadaan dan fungsi  Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan 
hubungannya dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), mengenai 
pengawasan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, hingga mengenai 
sanksi-sanksi pidana maupun administrative yang dapat digunakan.
44
 
                                                             
44






C. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia 
Ide awal tentang perlunya suatu lembaga keuangan perbankan berbasis 
islam di Indonesia muncul dengan adanya pendapat K.H. Mas Mansur, ketua 
Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 dimana beliau telah 
menguraikan tentang penggunaan Bank Konvensional sebagai hal yang 




Pada organisasi Muhammadiyah, hal ini dilanjutkan dengan diadakannya 
mukhtamar khusus di Sidoarjo pada 1968, yang membahas salah satu 
diantaranya tentang hukum Bank. Dalam sidang majelis tarjih Muhammadiyah 
di Sidoarjo ditegaskan, bahwa: 
a. Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur‟an dan Sunnah. 
b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan Bank tanpa riba hukumnya 
halal. 
c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para 
nasabahnya dikategorikan sebagai mutasyabihat. 
d. Menyarankan kepada Pengurus Besar Muhammadiyah untuk 
mengusahakan terwujudnya konsep sistem ekonomi terutama lembaga 
perbankan yang sesuai dengan kaidah islam.
46
 
Sementara organisasi Nahdatul Ulama (NU) merumuskan masalah riba 
dan bunga bank ini melalui beberapa persidangan. Pada muktamar NU ke-12 
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yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 25 Maret 1973 di tetapkan, bahwa 
hukum menempatkan uang di bank demi keamanan dan tidak yakin bahwa 
uangnya digunakan untuk larangan agama, yakni makruh. Adapun hukum bank 
dan bunganya itu sendiri dipersamakan dengan gadai yang ditetapkan pada 




  Pada munas alim ulama dan Konbes pada 1982 di Bandar Lampung, pada 
tubuh Nu masih terjadi saling pendapat dan belum ada satu kata yang berkaitan 
dengan bunga bank, tetapi munas mengamanatkan berdirinya Bank Islam 
dengan sistem tanpa bunga. Beberapa perbedaan pendapat itu diantaranya: 
a. Ada pihak yang berpendapat bahwa bunga bank riba secara mutlak dan 
hukumnya haram. Ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank belum 
tentu sama dengan riba, sehinggah hukumnya mubah. 
b. Berkaitan dengan dibedakannya bunga menjadi bunga konsumtif dan juga 
bunga produktif. Bunga yang dikategorikan konsumtif yakni haram, dan 
bunga yang dikatakan produktif hukumnya halal. Adapun bunga bank 
yang diperoleh dari tabungan, giro, dan deposito yakni halal. 
Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada 
sejak digulirkannya paket kebijakan Materi Keuangan pada Desember 1983 
atau dikenal dengan pakdes 1983. Pakbes ini memberikan peluang kepada 
lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan Bunga 0% (zero interest). 
Kemudian dilanjutkan oleh adanya paket Oktober 1988 yang intinya 
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memberikan kemudahan untuk memberikan bank-bank baru dengan 
peningkatan jumlah yang signifikan. Namun baru pada 1991 lahir bank 
berdasarkan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).
48
 
BMI muncul dilatarbelakangi oleh adanya rekomendasi lokakarya ulama 
tentang bunga bank dan berlangsung di Cisarua Bogor 19-22 Agustus 1990. 
Hasil lokakarya itu dibahas lebih mendalam pada musyawarah nasional 
(Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Syahid 
Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI 
dibentuklah kelompok kerja (pokja) untuk mendirikan bank syariah 
Indonesia.
49
 BMI pada waktu itu lebih dikenal dengan bank yang mendasarkan 
pada prinsip bagi hasil (profit sharing). Dasar hukum mengenai pendirian bank 
syariah di Indonesia pada waktu itu belum ada, hanya saja adanya paket 
deregulasi perbankan Oktober 1988 (pakto 88) dapat dijadikan acuan, 
mengingat dalam pakto itu telah diperkenankan adanya bank dengan bunga 0% 
(zero interest). 
Kemudian pada 1992 diundangkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan yang secara implisit memberikan alternative oprasional bank 
menggunakan prinsip bagi hasil. Hal ini segera ditindak lanjuti dengan 
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank 
Berdasarkan Bagi Hasil. 
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Sebenarnya prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip oprasional dari 
perbankan yang oprasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam. 
Dengan sendirinya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
 agi hasil merupakan “Bank Islam” atau kemudian dise ut “Bank Syariah”, 
yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Apabila ditilik 
ketentuan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992, diketahui 
bahwa transaksi yang dilakukan bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak 
hanya didasari dengan prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha 
jual beli yang dapat dilakukan bank dengan prinsip bagi hasil. Jadi, pada waktu 
itu, di awah UU No7 Tahun 1992  ank Islam itu dinamakan dengan “ ank 
 erdasarkan prinsip  agi hasil”, Setidaknya di Indonesia sejak saat itu, industri 
per ankan nasional dapat  eroperasi  erdasarkan “sistem per akan 
konvensional” atau  erdasarkan “sistem  agi hasil”  aik itu  ank umum 
maupun bank perkreditan rakyat.
50
 
Pada 1998 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 diubah denga Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui keberadaan bank 
berdasarkan prinsip syariah di samping bank konvensional. Tahun 1998 
itulah tahun dimulainya sistem perbankan ganda (dual banking system).
51
 
Setelah itu lambat laun berkembang praktik ekonomi syariah di 
Indonesia, baik dalam bentuk lembaga keuangan bank maupun lembaga 
keuangan nonbank. Praktik ekonomi syariah di Indonesia tersebut 
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berdasarkan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), kompilasi 
hukum Ekonomi Syariah, peraturan bank Indonesia, peraturan ketua 
Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan), 
edaran Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan. 
Dengan demikian yang signifikan perbankan syariah di Indonesia, 
maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tersendiri tentang 
Perbankan Syariah , yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.
52
 
D. Tinjauan Terhadap Akad Pembiayaan Mudarabah 
1. Akad Pembiayaan Mudharabah 
Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal 
dengan pengelola dimana keuntungan disepakati diawal untuk dibagi 
bersama dan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal diterapkan Bank 




a. Pengertian Akad 
Secara literal, akad berasal dari bahasa arab yaitu (دقع)yang berarti 
perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat 
karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fikih 
sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan  dan kesepakatan. Menurut 
kata ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan 
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Kabul sesuai dengan kehendak dan syariat yang ditetapkan adanya 
pengaruh (akibat) hukum dan objek perikatan. Rumusan akad 
mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua 
belah pihak untuk mengikat diri tentang perbuatan yang akan dilakukan 
dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan: 
a. Pertama, dalam ijab dan Kabul. 
b. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. 
c. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan.54 
Akad (ikatan keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi 
dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai 
syariah. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada 
sesuatu. 
 Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud 
dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak 
atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan hukum tertentu.
55
 
b. Akad Perbankan Syariah 
Akad yang diberlakukan dalam melakukan transaksi diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
pada BAB IV Pasal 19, 20, 21 tentang Kegiatan Usaha, namun untuk 
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mengetahui landasan Al-Qur‟an dan hadis serta syarat-syaratnya ada di 
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI.
56
 
2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah 
a. Definisi Mudharabah 
  Secara etimologi mudharabah mempunyai berarti berjalan diatas 
bumi yang biasa dinamakan berpergian. 
  Secara terminologis mudharabah adalah kontrak (perjanjian) 
antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (mudharib) 
digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi antara 
pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada di tanggung oleh pemilik 
modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (rab al-
mal) tidak boleh investasi pada pengguna dana (mudharib) dalam 
menjalankan usahanya. Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak 
zaman Rasulullah saw, sejak zaman jahiliyah/ sebelum islam. Dan islam 
menerimanya dalam bentuk bagi hasil.
57
 
  Mudharabah sebagai atau dalam arti prinsip, karena 
lembaga/institusi keuangan yang mengelola mudharabah adalah 
“per ankan” yang dikelola dan dikem angkan  erdasarkan “prinsip 
syariah”. Prinsip syariah adalah “prinsip hukum Islam”  al-qur‟an, hadist 
dan ijma). Di dalam oprasional/kegiatan perbankan berdasarkan fatwa 
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yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam 
penetapan fatwa di bidang syariah (dalam hal ini MUI)
58
 
  Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana 
(shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) utuk melakukan 
kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha 




b. Jenis-jenis Mudharabah 
1) Mudharabah muthalaq 
 Mudharabah muthalaq adalah bentuk kerjasama antara shahib al-
mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh 
ulama Sahafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan if‟al maa 
syi‟ta (lakukan sesukamu) dari shahib al-mal yang memberi kekuasaan 
yang sangat besar.  
2) Mudharabah Muqayyaad 
 Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah 
restricted mudharabah/specified mudharabah  adalah kebalikan dari 
mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha 
waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali 
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c. Landasan Hukum Akad Bagi Hasil Dalam Praktik Perbankan 
Syariah 
1) Al-Qur‟an, Qs. Almaidah/5: 1 berbunyi: 
 ِدوُلُْعمِبِ إُوفْوَأ إُونَٓمأ َني ِ هلَّإ َا هيَُّأَيَ 
Terjemahnya: 
“Hai orang yang  eriman penuhilah akad-akad itu61….” 
 Surah an-Nisa mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uaraian 
tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Yang tegas antara lain akad nikah 
dan shidaq (mahar) serta akad perjanjian keamanan dan kerja sama. Yang tersirat 
antara lain akad wasiat, wa‟diah (titipan), wakalah (perwakilan), dan lain-lain. 
Maka, sangat wajar jika awal ayat pada surah al-Maidah ini memulai pesannya 
kepada kaum beriman agar memenuhi semua akad perjanjian yang tersurat dan 
tersirat yang dikandung oleh surah yang lalu.  
 Al-Biqa‟i mengemukakan hu ungan yang le ih terperinci. Menurutnya, 
pada akhir surah yang lalu (QS. An-Nisa‟  4):160), telah diuraikan  ahwa orang-
orang Yahudi, yang melakukan kezaliman dengan mengabaikan perjanjian mereka 
dengan Allah swt., telah dijatuhi sanksi, yakni berupa diharamkannya atas mereka 
aneka makanan yang baik-baik yang telah dihalalkan bagi mereka, yang 
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dijelaskan dalam QS. Al-An‟am  6): 145, Dalam surah an-Nisa‟ itu, Allah 
melanjutkan kecaman-Nya kepada ahl al-Kitab dan mengakhirinya dengan uraian 
warisan serta keharusan memenuhi perjanjian dan ketepatan-ketepatan Allah 
Yang Maha mengetahui. Dari sini sangat wajar dan amat sesuai bila surah ini 
dimulai dengan tuntutan kepada orang yang beriman untuk memenuhi akad dan 
ketentuan yang ada sambil mengingatkan nikmat-Nya yang menyangkut 
menghalalkan biatang ternak buat mereka. Allah memulai tuntutan-Nya ini 
dengan menyeru: Hai orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran 
iman kalian,  penuhilah akad-akad itu, yakni baik akad diantara kamu dan Allah 
yang terjalin melalui pengakuan kamu dengan beriman kepada Nabi-Nya ataupun 
melalui nalar yang di anugerahkan-Nya kepada kamu, demikian juga 
perjanjianyang terjalin antara kamu dan sesama manusia, bahkan perjanjian antara 
kamu dan diri kamu sendiri. Bahkan, semua perjanjian selama tidak mengandung 
pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.
62
   
2) As-sunnah 
Hadis Nabi riwayat Thabrani 
 ََلَع َطََترْشِإ ًَةتَراَضُم َلاَْممإ ََعفَد إَذ
ِ
إ ِّةِلَعُْممإ ِدْبَع ُنْب ُساهبَْعمإ َنَُدِّي َ س َنَكَ
 ًةه تإَد ِوِت َيَِترَْشي َلََو ،ًيَِدإَو ِوِت َلَِْنْي َلََو ،إًر َْبَ ِوِت َُلَُْسي َلَ ْنَأ ِوِبِحاَص
 هلََص ِالله َلْوُسَر ُوُظ َْشِ ََغَلَبف ،َن َِض َِلَِذ َلََعف ْن
ِ
َاف ، ٍّةَبْظَر ٍّدِبَن َتإَذ
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“A  as  in A dul Muthali  jika jika menyerahkan harta se agai 
mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak 
mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli 
hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, (mudharib) harus 
menanggung resikonya. Ketika persyaratan ditetapkan Abbas itu 
didengar Rasulullah,  eliau mem enarkannya. “ HR. Tha ani I nu 
Abbas). 
 
3) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas UU No. 7 Tahun 
1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang 
mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana mudharabah secara 
eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk 
pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah 
diatur melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. 
Antara lain yakni Pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa 
pembiayaan adalah penyediaan dana atau pertagihan yang 
dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk 
mudharabah dan musyarakah. 
4) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syariah dalam 
kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta pelayanan 
jasa Bank Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 
10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain 
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pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui 
kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan 
mempergunakan antara lain akad mudharabah, musyarakah, 




5) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 
Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, bank 
syariah diperbolehkan untuk melakukan pembiayaan mudharabah 
(qiradh). Sebagaimana diketahui bahwa bank sebagai penyedia dana 
menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika 
mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau 
menyalahi perjanjian.
65
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A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research yang 
diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis 
tentang fakta yang berhubungan dengan prinsip syariah terhadap 
perbankan Syariah Mandiri Polewali Mandar. Kemudian dianalisa secara 
kuliatatif. Penelitian ini merupakan penelitian field research, yakni 
penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan 
gambaran mendalam terhadap seseorang, kelompok, suatu organisasi atau 
lembaga terhadap fenomena-fenomena tertentu yang bertujuan untuk 
memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subyek 
yang diteliti. Dengan demikian penelitian studi kasus, lebih 
mengutamakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Polewali 
Mandar dengan objek penelitian Bank Syariah Mandiri KCP Polewali, 
untuk memperoleh informasi dan data mengenai pelaksanaan prinsip 
syariah yang terdapat di Bank Syariah Mandiri dan faktor-faktor apa saja 
yang menjadi kelemahan Bank Syariah Sehingga menyebabkan kurangnya 
peminat masyarakat terhadap perbankan syariah dan yang terpenting 
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adalah mendapatka informasi atau data yang akurat mengenai pelaksanaan 
prinsip syariah terhadap perbakan syariah Mandiri di Polewali Mandar. 
B. Pendekatan Penelitian 
Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini pendekatan yang 
digunakan penulis adalah Syar‟I, yuridis, dan sosiologis. Pendekatan syar‟I 
adalah bagaimana prinsip yang telah diterapkannya, menurut harfiahnya 
pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari 
aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. 
Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu sesuatu yang ada yang terjadi dalam 
kehidupan yang bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum. Dengan 
demikian syar‟I, yuridis, dan sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara 
pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di 
masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubugkan dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada.  
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang 
terkait. Data ini penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data 
yang relevan dengan masalah penelitian. 
b. Data Sekunder 
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Data ini diperoleh dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan 
bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian, dalam hal ini bahan-
bahan penelitian yang terkait dengan kepustakaan adalah: 
1) Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (perubahan 
Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 
2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang 
Perbankan Syariah. 
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional. 
D. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 
peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
permasalahan yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui hal-hal 
yang lebih mendalam dari responden. Dengan demikian wawancara 
dilakukan dengan pertanyaan yang “Open ended”  wawancara yang 
jawabannya tidak terbatas pada suatu tanggapan saja) dan mengarah pada 
pendalaman informasi serta dilakukan tidak secara formal tersruktur. 
Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Polewali guna memperoleh 
informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip 
syariah terhadap perbankan syariah Mandiri di Polewali Mandar. 
b. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dengan cara 
mengumpulkan bahan-bahan pustaka baik yang berupa buku literatur 
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maupun dokumen-dokumen. Disini yang penulis maksud adalah data-data 
yang didapatkan dari Bank Syariah Mandiri Polewali Mandar. Dokumen 
merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk 
tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental. Dokumen yang 
berbentuk tulisan seperti akte, peraturan, kebijakan, dan lain-lain 
sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan 
pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam 
penelitian kualitatif. 
E. Instrumen Penelitian 
Tolak ukur penelitian ini juga tergantung pada instrument yang digunakan 
oleh peneliti. Instrument yang lebih utama dalam penelitian ini adalah peneliti 
itu sendiri, instrument lain yang digunakan dalam penelitian lapangan 
meliputi observasi, pedoman wawancara, dan juga dokumentasi. Peneliti 
menggunakan kamera, alat perekam, dan alat tulis menulis berupa buku 
catatan dan pulpen. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisas Data 
Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk 
menganalisa, mempelajari serta mengelolah kelompok data tertentu, sehingga 
dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang permasalahn yang diteliti dan 
dibahas. dalam suatu penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan 
yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapat data 
dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisa menggunakan 
metode deskriptif analisis yaitu semua data yang diperoleh melalui 
44 
 
kepustakan setelah diseleksi dan disusun kemudian disimpulkan secara 
sistematis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa dan dedukatif 
yaitu cara memberi alasan dengan berfikir dan bertolak dari peryataan yang 
bersifat umum kemudian ditarik dalam persoalan yang berkaitan dalam 
penelitian yakni dengan merujuk dari teori-teori setelah itu dikaitkan dengan 
kenyataan dilapangan. Metode ini merupakan dalam rangka mengetahui 
bagaimana penerapan kaidah-kaidah normatif dan yuridis dalam pelaksanaan 
prinsip syariah terhadap Bank Syariah KCP Polewali. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji Kredibilitas 
Bernacam-macam cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap 
data hasil penelitian kualitatif, antara lain dilakukan dengan perpanjangan 
pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triagulasi diskusi dengan 










IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM 
MUDARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI POLEWALI 
A. Gambaran Umum  
a. Polewali Mandar 
Kabupaten Polewali Mandar terletak diwilayah provinsi Sulawesi barat, 
posisinya berada disisi Selat Makassar dan diapit oleh Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Sulawesi Tengah. Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada tahun 2004 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Pembentukan Provinsi 
Sulawesi Barat, merupakan pecahan dari provinsi Sulawesi Selatan, serta 
Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 Tanggal 27 Desember 2005 
Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali 
Mandar. Secara astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak diantara 3˚4‟ 
7,83” - 3˚ 32‟ 3,79” Lintang selatan dan 118˚ 53‟ 57,55” - 119˚ 29‟ 33,31” Bujur 
Timur. 
Adapun wilayah batasan dengan Kabupaten antara lain: 
1. Setelah utara berbatasan berbatasan dengan Kabupaten Mamasa. 
2. Setelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. 
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar. 
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene. 
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Luas wilayah Kabupaten Polewali mandar tercatat 2.022,30 km persegi 
yang meliputi enam belas kecamatan.   
b. Bank Syariah Mandiri 
1. Sejarah Singkat BSM 
 Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah 
sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana 
diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis 
multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan 
beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan 
masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri 
perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami 
krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan 
merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat 
bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank 
Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank 
baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan 
penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 
Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan 
konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 
Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah 
di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU 
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No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi 
syariah (dual banking system). 
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 
UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT 
Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, 
Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan 
infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional 
menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank 
Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 
tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum 
syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 
1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan 
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui 
perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan 
pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi 
sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. 
PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang 
mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi 
kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani 
inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam 
kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun 
Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. 
2. Visi Misi BSM 
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a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang 
berkesinambungan. 
b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 
melampaui harapan nasabah. 
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan 
pada segmen ritel. 
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat. 
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung 
3. Share Value dan 10 Perilaku Utama BSM 
 Share Value (Nilai-nilai utama) BSM di singkat “ETHIC”  Exelence, 
Teamwork, Humanity, Integrity dan Customer Focus), dengan 10 perilaku utama, 
sebagai berikut: 
a. Excellence : berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang 
terpadu dan berkesinambungan.  
b. Teamwork : mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi. 
c. Humanity : menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius. 
d. Integrity : menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji. 
e. Customer focus : memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk 





10 perilaku Utama, yaitu: 
a. Prudence: Menjaga amanah dan melakukan perbaikan proses terus 
menerus. 
b. Competence: Meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan 
tuntutan profesi bankir.  
c. Trusted &Trust: Mengembangkan perilaku dapat dipercaya dan percaya.  
d. Contribution: Memberikan kontribusi positif dan optimal.  
e. Social & Environment care:Memiliki kepedulian yang tulus terhadap 
lingkungan dan sosial.  
f. Inclusivity: Mengembangkan perilaku mengayomi.  
g. Honesty: Jujur  
h. Good Governance: Melaksanakan tata kelola yang baik.  
i. Innovation: Mengembangkan proses, layanan, dan produk untuk 
melampaui harapan nasabah. 
j. Service Excellence: Memberikan layanan terbaik yang melampaui 
harapan nasabah. 
4. Tugas dan Tanggung Jawab Utama BSM 
a. Pimpinan cabang memiliki tugas dan fungsi: 
1) Mengkoordinasi penyusunan bisnis tahunan, bisnis plan dan 
corporate plan 
2) Mengkoordinir pengajuan klaim asuransi atau klaim peminjam 
kepada lembaga peminjam 
3) Mengkoordinir pelaksanaan analisa resiko kredit 
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4) Memelihara dan mengamankan data kantor cabang 
5) Memantau dan melaksanakan kegiatan operasional ATM (automatic 
teller machine) termasuk pemeliharaannya sesuai ketentuan. 
6) Menyelenggarakan kegiatan penarikan dan penyetoran uang, 
pengisian ATM (automatic teller machine), transaksi pemindah 
bukuan dan kliring. 
7) Memantau dan melaksanakan kegiatan kantor kas, payment poin, kas 
keliling atau kas mobil 
8) Melaksanakan analisis terhadap kinerja keuangan kantor cabang dan 
melaksanakan penilaian terhadap efisiensi usaha dan pengendalian 
kantor cabang. 
b. Operasional officer 
1) Melakukan transaksi transfer keluar dan masuk sesuai SOP (standar 
operasional point). 
2) Melaksanakan transaksi domestik, payment point, transaksi valas sesuai 
SOP (Standar operasional point) 
3) Memelihara admistrasi dan dokumen seluruh transaksi, menjaga 
kerahasiaan password 
4) Menggunakan wewenang limit transaksi operasional sesuai ketentuan 
yang berlaku 
5) Memelihara dokumen pencairan dan ilegal pembiayaan dengan tertib 




6) Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengamanan 
gedung dan investaris kantor 
7) Membuat laporan realisasi biaya-biaya seperti biaya telepon air, 
kendaraan bermotor, kebersihan ATK (alat tulis kantor), barang cetakan 
dan berupaya untuk menekannya 
8) Membuat laporan eksternal dan internal seperti profsheet bulanan, 
rekening persediaan barang, ATK (alat tulis kantor) dan BDD (biaya 
dibayar dimuka) 
9) Melakukan perhitungan pelaporan pembayaran pajak serta melakukan 
admistrasi dan pengarsipan terhadap seluruh dokumen terkait laporan 
10) Menatausahakan gaji pegawai, data lembur dan fasilitas pegawai 
lainnya absensi cuti pegawai serta mengatur kendaraan dinas cabang. 
c. Transaksi Teller 
1. Melakukan transaksi tunai dan non tunai 
2. Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan 
3. Mengelola ULE (uang layak edar) dan UTLE (uang tidak layak edar) 
uang palsu serta menjaga keamanan dan kerahasiaan kartu specimen 
tanda tangan 
4. Mengisi uang tunai di ATM BSM dan menyediakan laporan transaksi 























































B. Prinsip Syariah pada sistem Mudharabah di Bank Syariah Mandiri 
Polewali Mandar 
Visi perbankan Islam umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi 
masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil 
sesuai dengan prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan 
memberikan maslahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan islam.
66
 
Dengan landasan falsafah dasar dan visi misi tersebut diatas, dan secara garis 
 esar, hu ungan ekonomi  erdasarkan syari‟ah Islam terse ut di tentukan oleh 
hubungan akad maka setiap kelem agaan keuangan syari‟ah akan menerapkan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
1. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba. 
a. Menghindarkan penggunaan sistem yang akan menetapkan di muka 
suatu bagi hasil usaha, seperti penitipan bunga simpanan atau pinjaman 
yang dilakukan pada bank konvensional. 
b. Menghindari penggunaan sistem prestasi biaya terhadap utang atau 
imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan 
secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya 




c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang 
ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama 
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dengan sejenis), seperti uang rupiah yang berlaku memperoleh baik 
kuantitas maupun kualitas. Karena dalam hadits shahih Muslim bab riba 
No.1551 s/d 1576. Intinya memperdagangkan atau menyewakan 
barangribawi dengan imbalan barang yang sama dan sejenis dalam 
jumlah atau kualitas lebih adalah hukumnya riba.
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d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan 
atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara 
sukarela, seperti seperti penetapan bunga pada bank konvensional. 
Karena, sebagaimana yang dijelaskan pada terjemahan hadits shahih 
Muslim oleh Ma‟mur daud  a  ri a No. 1569 s/d 1572. Intinya 
membayar utang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti 
yang dicontohkan dalam hadits, harus atas dasar sukarela dan 




2. Penerapkan prinsip sistem bagi hasil. 
Secara umum, prinsip  agi hasil dalam per ankan syari‟ah dapat dilakukan 
dalam akad, yaitu: akad mudarabah.
70
  
 Prinsip bagi hasil ini adalah suatu yang meliputi tata cara 
pembagian hasil usaha atau penyedia dan dengan pengelola dana. 
Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi anar bank dengan nasabah 






 M.S Antonio, Bank Syari‟ah dan Teori ke Praktek (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 
2011), h. 90 
56 
 
penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah 
mudharabah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai 




C. Penerapan Prinsip Syariah Terhadap sistem Mudharabah Pada Bank 
Syariah Mandiri Polewali Mandar. 
Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari‟ah dise utkan  ahwa 
mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan 




Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa perjanjian akad 
mudharabah merupakan perjanjian  kerjasama antara pemilik modal dengan 
pengelola usaha, yang didalam akad tersebut dinyatakan akan membagi 
keuntungan diantara mereka, atau perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana 
pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas 
pengelolaan usaha. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian mudharabah 
didasarkan kepada kepercayaan dengan pengertian lain bahwa pemodal akan 
menyerahkan dana kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin 
bahwa peminjam modal tersebut baik secara keahlian maupun moral dapat 
dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak 
akan memanipulasi modal tersebut. 
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Sistem mudharabah di Bank Syariah Polewali Mandar tidak terlepas dari 
mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan 
rukun dalam akad,
73
 sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan 
juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah. Oleh karena itu 
keabsahan suatu perjanjian sistem mudharabah tidak terlepas dari pada 
pemenuhan syarat dan rukun mudharabah itu sendiri. Tahapan proses sistem 
mudharabah diawali dengan: 
1. Pemenuhan syarat dan rukun  
a. Ada pemilik dana yang cakap hukum. 
b. Ada pengelola dana yang cakap hukum. 
c. Ada modal (uang/barang) yang dibayar tunai yang jelas jumlah 
dan jenisnya. 
d. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. 
e. Ada akad. 
f. Ada kesepakatan bagi hasil. 
g. Ada usaha yang dibiayai halal. 
2. Proses Pembiayaan 
a. Identitas diri dan pasangan. 
b. Kartu keluarga dan surat nikah. 
c. Copy rekening 3 bulan terakhir. 
d. Akte pendirian usaha. 
e. Identitas pengurus. 
                                                             
73
 Rachmat Ghifari, Custumer Servis Bank Syariah Mandiri KCP Polewali Mandar, 
Wawancara tanggal 3 agustus 2018. 
58 
 
f. Legalitas usaha. 
g. Laporan keuangan 2 tahun terakhir. 
h. Past performance 2 tahun terakhir. 
i. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang. 
j. Data obyek pembiayaan. 
3. Analisa pejabat bank 
a. Wawancara. 
b. Kunjunagan lapangan (call visit). 
c. Laporan kunjungan (call report). 
4. Persetujuan pembiayaan. 
5. Bila pihak bank setuju maka pihak pejabat bank membuat persetujuan 
prinsip bersyarat (officer letter). 
6. Bila nasabah setuju terhadap officer letter maka akan dilanjutkan 
dengan pengikatan pembiayaan dan jaminan. 
7. Pencairan pembiayaan. 
8. Monitoring. 
9. Pelunasan.74 
Dilihat dari banyaknya proses yang harus ditempuh untuk 
mendapatkan pembiayaan ini dapat membuktikan bahwa cukup untuk 
diberikan dan dilanjutkan melakukan, namun pada satu sisi, sangat sulit untuk 
menentukan amanah atau tidaknya calon nasabah/mudharib tersebut 
sebagaimana yang dikriteriakan BankSyariah Mandiri sebab amanah itu tidak 
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bisa diukur dengan bagus yang aktivnya pelaporan yang diberikan 
nasabah/mudharib. 
Dalam pelaksanaannya bank Syariah menerapkan beberapa prinsip 
sebagai landasan dalam kegiatan perbankan yaitu: 
a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari 
nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. 
b. Pemberi dana harus turut berbagai keuntungan dan kerugian 
sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. 
c. Islam tidak memper olehkan “menghasilkan uang dari uang” 
uang hanya sebagai media pertukaran dan bukan komoditas 
karena tidak memiliki nilai intrinsik. 
d. Unsur ghahar (ketidakpastian, ketidakjelasan) tidak 
diperkenankan kedua belah pihak harus mengetahui hasil dengan 
baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. 
e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak 
diharamkan dalam Islam. Seperti usaha minuman keras tidak 
boleh didanai oleh perbankan syariah. 
Dalam pembagian keuntungan atau nisbah dari pihak bank telah 
menentukan besar kecil pembagian keuntungan atau proporsi 
keuntungannya dana. 
Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik 
modal) dan pengelola (mudharib). Selain itu Break Even Poin (BEP)  harus jelas, 
karna BEP menggunakan sistem revenue sharing  dengan profit sharing  berbeda. 
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Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri 
mereka mengatakan bahwa perbedaan mendasar antara revenue sharing dan provit 
sharing. Revenue sharing yaitu pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum 
dipotomg biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ 
pendapatan. Sedangkan provit sharing  yaitu pembagian keuntungan yang 




Jadi untuk pembagian keuntungan di bank syariah belum ada kepastian 
apakah memakai Revenue sharing atau provit sharing dalam hal pembagian 
keuntungan hal ini akan diputuskan dilihat seberapa besar keuntungan yang akan 
diperoleh terhadap hasil usaha tersebut. 
Analisis Implementasi Keadilan Yang Diharapkan. Keadilan adalah salah 
satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil 
dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat Al-Qur‟an atau Sunnah Rasul, 
tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan 
berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa 
diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap pekerja, 
dan dampak yang timbul dalam berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. 
Berdasarkan prinsip syariah yang sangat ditekankan dalam pelaksanaan 
sistem muamalah pada bank syariah, merupakan titik acuan menjadi perbedaan 
yang sangat urgen antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Prinsip keadilan 
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sangat ditekankan dalam kehidupan bermuamalah, keadilan sebagai salah satu 
nilai dasar kekuatan hukum merupakan landasan dalam membuat kesepakatan 
yang akan dituangkan dalam salah satu akad atau perjanjian, kesepakatan yang 
harus dibuat oleh bank haruslah kesepakatan yang seimbangnya hak setiap pihak 
sebagai bentuk keadilan. 
Keadilan bukanlah suatu yang dianggap sebagai sebuah nilai belaka akan 
tetapi keadilan itu haruslah diimplementasikan sehingga menjadi sebuah bentuk 
yang nyata pada sistem mudharabah sebagai bentuk bagi hasil yang seimbang, 
dengan segala hal baik keuntungan maupun tanggungan kerugian yang didaptkan 
sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. 
Keadilan yang diterapkan terlihat sangat mencolok ketika penetuan 
perjanjian bagi hasil yang disepakati pada awal perjanjian, pada bagian syarat dan 
rukun akad, akan tetapi kesepakatan tersebut harus dilihat dan dianalisis terlebih 
dahulu oleh bank dari segi bisnis yang diajukan dan manajemen resikonya 
sehingga pihak bank dapat memperhitungkan segala resiko yang akan terjadi 
kedepannya. Penetapan mengenai bagi hasil ini sudah berdasarkan perhiungan 
sebelah pihak saja hal ini saja sudah nampak ketidakseimbangan dalam 
pembuatan kesepakatan karena adanya unsur satu pihak saja sudah membuat nilai 
keadilan ini berkurang yang seharusnya diterapkan dalam suatu akad atau 
perjanjian. 
Pada konsep keadilan memberikan gambaran titik awalnya dari format 
akad yang dibuat harus memberikan rasa keadilan dengan adanya proses tewar-
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menawar yang artinya ada proses transparansi pada akad kontrak yang dibuat 
hingga kedua belah pihak lebih mengetahui proporsi hitungan bagian yang akan 
dibagikan dengan menggunakan sistem provit sharing dan revenue sharing. Jika 
ditelaah lebih jauh dalam praktiknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa penentuan bagi hasil yang telah jelas ditentukan oleh pihak bank diwal 
perjanjian membuat nasabah tidak memiliki kekuasaan lebih dalam menentukan 
keuntungan yang akan dibagi pada akhirnya nasabah secara  mau tidak mau akan 
mengikuti prosedur yang telah dicantumkan terlebih dahulu, selain itu faktor 
kurang pemahnya nasabah mengenai pengetahuan tentang proses bermuamalah 
menjadi tambahan poin bahwa masih adanya pihak yang belum mendapatkan 
keadilan secara merata. 
Secara hukum syar‟i, akad yang tertuang dalam formulir yang disediakan 
pihak bank cukup transparan dan lahiriahnya tidak ada masalah karena Bank 
syariah sangat terkait dengan akad-akad muamalah syari‟ah. Bank Konvensional 
tidak terikat dengan aturan manapun. Selain itu karena Bank Syariah menerapkan 
prinsip mudharabah, sehingga bagi hasil tergantung pada: 
1. Pendapatan bank (hasil/laba usaha) 
2. Nominal deposito nasabah. 
3. Jangka waktu deposito.76 
Dengan pembagian profit sharing dan revenue sharing maka 
terpampang jelas bahwa dalam Bank Syariah terkandung dimensi keadilan dan 
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pemerataan, lain hanlnya dengan Bank Konvensional dengan sistem bunga 
memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam 
menjadi jaminan atas pinjamannya apabila terjadi kerugian terhadap usaha yang 
didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal 
(Bank), sementara dalam bank syariah kelayakan usaha yang akan didanai 
menjadi jaminan oleh karena hal itulah mengapa keuntungan dan kerugian akan 
ditanggung bersama. 
Dari wawancara dengan salah satu customer service Secara prinsip 
mudhara ah yang syar„i, kerugian yang terjadi selama  ukan karena kelalaian dan 
kecerobohan mudharib maka murni ditanggung pemodal, dalam hal ini adalah 
bank. mudharib tidak dibebani apapun kecuali dia rugi tidak dapat laba dari usaha 
tersebut. Praktik yang terjadi di dunia bank syariah cukup beragam. Perlu 
diketahui, bahwa ternyata hampir semua bank mempersyaratkan pada akad 
mudharabah semua aset nasabah yang digunakan untuk usaha harus diasuransikan 




Melihat hal ini  tidak dapat dikatakan sebagai mudharabah karena tidak 
ada keadilan dalam menanggung kerugian, sama halnya ialah pihak nasabah 
hanya meminjam dari bank dengan memberikan jaminan berupa aset yang dapat 
diambil jika menasabah mengambil kerugian. Hal ini tidak lagi sejalan dengan 
konsep syari„ah karena konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara 
bersama baik baik dalam mebagi keuntungan atau sebaliknya, hal ini dapat 
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dimulai dengan transparansi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap 
waktu, amanah, bila semua hal itu terpenuhi maka akan menghasilkan perjanjian 
dengan kualitas terbaik. 
Langkah-langkah Pengenalan Sistem Prinsip Syariah Kepada Nasabah. Dalam 
pelaksanaannya Bank Syariah untuk mempersentasikan prinsip syariahnya pihak 
bank hanya melakukan dalam lingkup internal, berikut langkah sosialisasi yang 
dilakukan oleh Bank Syariah dalam mengenalkan sistem prinsip syariah:  
1. Melakukan pembukaan forum antara nasabah dan bank  
2. Memperkenalkan produk-produk yang ada dalam bank itu sendiri   
3. Memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan umpan 
balik.  
 Dapat dilihat jelas bahwa untuk langkah sosialisasi yang diambil oleh 
pihak bank masih sekedar lingkup internal saja, pihak bank akan memberikan 
sosialisasi hanya kepada nasabah dan calon nasabah pihak bank belum melakukan 
kegiatan eksternal guna mensosialisasikan sistem syariahnya berupa pengadaan 
seminar, ataupun promosi secara langsung dan masih kurangnya promosi melalui 
media cetak ataupun media online. Oleh karena itulah mengapa bank syariah 
masih belum mampu menarik nasabah secara massal untuk beralih dari bank 
konvensional ke bank syariah meski pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri 
bahwa peningkatan nasabah masih ada meski tidak terlalu signifikan.
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Berdasarkan Hasil Penelitian Bahwa: 
1. Prinsip Syariah  pada sistem mudarabah di Bank Syariah Mandiri Polewali 
Mandar yaitu: 
1. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba. 
a. Menghindarkan penggunaan sistem yang akan menetapkan di 
muka suatu bagi hasil usaha.  
b. Menghindari penggunaan sistem prestasi biaya terhadap utang 
atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur 
melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut 
hanya karena berjalannya waktu.  
c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan 
barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya. 
d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka 
tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai 
utang secara sukarela. Penerapkan prinsip sistem bagi hasil. 
2. Prinsip bagi hasil dalam per ankan syari‟ah dapat dilakukan dalam 
akad, yaitu: akad mudarabah. 
2. Penerapan prinsip syariah terhadap sistem mudarabah pada Bank Syariah 
Mandiri Polewali Mandar sudah sesuai dengan prinsip syariah yang tidak 
memungkinkan ada riba dalam praktek perbankan syariah, akan tetapi 
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Penerapan sistem tentang Akad, ini belum maksimal di karenakan Bank 
yang menentukan besar kecil bagi hasilnya, Walaupun dalam Akad 
tertuang aturan bahwa bagi hasil itu sama-sama saling menguntungkan 
antara Nasabah dan Pihak Bank.  
B. Implikasi Penelitian 
1. Bahwa dalam pelaksanaannya bank syariah melakukan kegiatan 
perbankan berdasarkan prinsip syariah dan aturan yang berlaku 
namun, masih belum terlalu tersosialisasikan dengan baik serta 
implementasi prinsip syariah masih belum merata serta belum 
transparansinya pihak bank membuat masih banyaknya masyarakat 
yang belum tahu. 
2. Bank syariah yang berdasarkan dengan prinsip syariah ialah bank 
yang menanamkan prinsip yang tidak mendiskriminasi bagi kedua 
belah pihak ada nilai - nilai seperti nilai keadilan yang ditanamkan 
pada kegiatan perbankan yang dilakukan dan tidak ada unsur gharar 
atau spekulasi karena hal itu tidak diperkenankan. Selain itu pihak 
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